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TAHUN 2009 SERIE

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPIJMD) KOTA CIREBON TAHUN 2008 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah diperlukan perencanaan
pembangunan daerah yang disusun secara
berjangka meliputi rencana pembangunan
jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana pembangunan tahunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional;

. bahwa Kota Cirebon telah memiliki Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
seiring dengan periode kepemimpinan yang
baru maka perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Cirebon;

Mengingat :

1.
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c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5
ayat (2), RPJM Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang berperdoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif;

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan

pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
perlu disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 - 2013 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Undang-Undang [Nomoi [Tahun [M950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 551);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan pembangunan
Nasional (Lembaran  Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421)
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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